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PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN  

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional 

Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis 

Pembiayaan dan Risiko Keuangan; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 
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4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1466); 

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 

2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1282); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN 

FUNGSIONAL ANALIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEUANGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1.   Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2.  Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu. 

3.  Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, 
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pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4.  Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan 

pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

5.  Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan adalah jabatan yang mempunyai ruang 

lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk 

melaksanakan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko Keuangan. 

6.  Pejabat Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan yang selanjutnya disebut Analis Pembiayaan 

dan Risiko Keuangan adalah PNS yang diberikan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak untuk 

melaksanakan kegiatan analisis di bidang Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko Keuangan. 

7.  Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan adalah 

kegiatan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga 

negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

8.  Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Analis 

Pembiayaan dan Risiko Keuangan yang selanjutnya 

disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan 

ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas 

mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang 

disusun dalam SKP serta menilai kinerja dan Angka 

Kredit Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan. 

9.  Angka kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang 

harus dicapai oleh Analis Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan untuk pembinaan karir yang bersangkutan. 

10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka 

Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis 
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Pembiayaan dan Risiko Keuangan sebagai syarat 

kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 

11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang PNS. 

12. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang 

disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu 

dalam bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, 

serta perilaku kerja tertentu yang relevan dengan tugas 

dan syarat jabatan. 

13. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok 

pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang 

disusun oleh Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan 

baik perorangan atau kelompok di bidang Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko Keuangan. 

14. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan 

Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan dan 

bukan pemberhentian sebagai PNS. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG 

JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG 

 

Bagian Kesatu 

Kedudukan  

 

Pasal 2 

(1) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis 

fungsional di bidang Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan pada Kementerian Keuangan. 

(2) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan jabatan karir PNS. 

(3) Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan berkedudukan 

di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada 
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Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, 

atau Pejabat Pengawas, sesuai kebutuhan instansi 

pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan 

pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Pembiayaan 

dan Risiko Keuangan. 

 

Bagian Kedua 

Tugas Jabatan  

 

Pasal 3 

Tugas Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan yaitu melaksanakan kegiatan analisis di bidang 

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Keuangan. 

 

Bagian Ketiga 

Kategori dan Jenjang Jabatan 

 

Pasal 4 

(1) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan merupakan jabatan fungsional kategori 

keahlian. 

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan 

Risiko Keuangan dari jenjang terendah sampai jenjang 

tertinggi, terdiri atas: 

a. Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan Ahli Pertama; 

b. Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan Ahli Muda;  

c. Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan Ahli Madya; dan 

d. Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko 

Keuangan Ahli Utama. 
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